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SALINAN
PUTUSAN

Nomor  88/Pdt.G/2024/PA.Gs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan  Agama  Gresik  yang  memeriksa  dan  mengadili  perkara

tertentu  pada  tingkat  pertama  dalam  persidangan  Majelis  Hakim,  telah

menjatuhkan putusan dalam perkara “CERAI TALAK” antara:

Penggugat,  umur  57  tahun,  agama  Islam,  pendidikan  SD,  pekerjaan  Kuli

bangunan,  tempat kediaman di  Lingk.  Satria,  RT 01 RW 04,

Desa  Dalegan,  Kecamatan  Panceng,  Kabupaten.  Gresik,

sebagai Pemohon;

melawan

Siti  Aklimah binti  Yasmaun, umur 53 tahun,  agama Islam, pendidikan SLTP,

pekerjaan  Ibu  Rumah  Tangga,  tempat  kediaman  di  Lingk.

Satria,  RT 01  RW  04,  Desa  Dalegan,  Kecamatan  Panceng,

Kabupaten. Gresik yang saat ini tidak diketahui keberadaannya

sesuai  dengan  surat  keterangan  ghoib  nomor  :

470/1276/437.115.13/2023,  tanggal  5  Desember  2023,  dari

kepala  Desa  Dalegan,  Kecamatan  Panceng,  Kabupaten

Gresik;, sebagai Termohon; 

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara

Setelah mendengar keterangan Pemohon, dan para saksi di persidangan;

Setelah menilai seluruh alat bukti di persidangan

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 09 Januari 2024

mengajukan  permohonan  cerai  talak,  yang  telah  terdaftar  di  Kepaniteraan

Pengadilan Agama Gresik, Nomor 88/Pdt.G/2024/PA.Gs, tanggal 09 Januari

2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa  Pemohon  telah  melangsungkan  pernikahan  dengan  Termohon

pada tanggal 8 Oktober 2012, di hadapan Petugas Pencatat Nikah Kantor

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
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Urusan Agama Kecamatan  Panceng,  Kabupaten.  Gresik,  sebagaimana

kutipan akta nikah Nomor: 361/02/X/2012 tanggal 8 Oktober 2012;  

2. Bahwa  sebelum  menikah  Pemohon  berstatus  Duda  mati,  sedangkan

Termohon berstatus Janda cerai;  

3. Bahwa  setelah  menikah  Pemohon  dan  Termohon  mengambil  tempat

tinggal bersama terakhir dirumah Pemohon dengan alamat Lingk. Satria,

RT 01 RW 04, Desa Dalegan, Kecamatan Panceng, Kabupaten. Gresik,

selama 2 tahun;  

4. Bahwa  selama pernikahannya  tersebut,  Pemohon  dan  Termohon  telah

melakukan hubungan layaknya suami istri  (ba'da dukhul), dan belum di

dikaruniai anak;  

5. Bahwa  pada  awalnya  rumah  tangga  Pemohon dan  Termohon  berjalan

harmonis,  namun  sejak  bulan  Juli  2019  rumah  tangga  Pemohon  dan

Termohon  mulai  tidak  harmonis,  sering  terjadi  perselisihan  dan

pertengkaran yang disebabkan karena: 

a. Termohon  sudah  tidak  mau  melayani  Pemohon  tanpa  alasan  yang

jelas;  

b. Termohon  tidak  taat  dan  tidak  menghormati  Pemohon  sebagai

suaminya, kalau dinasehati Pemohon, Termohon selalu membantah;  

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan

April  2020  yang  akibatnya  Termohon  pergi  tanpa  pamit  meninggalkan

Pemohon hingga sekarang selama 3 tahun 9 bulan;  

7. Bahwa selama pergi tersebut, Termohon tidak pernah pulang, tidak pernah

kirim  kabar  dan  tidak  diketahui  keberadaannya,  sehingga  melalaikan

kewajibannya sebagai sorang istri;  

8. Bahwa Pemohon telah  berusaha keras  mencari  keberadaan Termohon

antara lain kerumah orang tua Termohon, namun mereka menerangkan

bahwa Termohon tidak pernah pulang sampai saat ini dan tidak diketahui

alamat  tempat  tinggalnya  dengan  jelas  dan  pasti  sesuai  dengan  surat

keterangan  ghoib  Nomor  :  470/1276/437.115.13/2023  tanggal  5

Desember  2023  dari  kepala  Desa  Dalegan,  Kecamatan  Panceng,

Kabupaten. Gresik;  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut  di  atas,  maka Pemohon  merasa

rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan

dan  tidak  ada  harapan  untuk  hidup  rukun  lagi,  maka  Pemohon

berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;  

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar  biaya perkara yang timbul  dalam

perkara ini; 

Berdasarkan  hal-hal  tersebut  di  atas,  Pemohon  mohon  agar  Ketua

Pengadilan Agama Gresik Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini

berkenan memanggil, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan

sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; 

2. Memberi  izin kepada Pemohon (Penggugat) untuk menjatuhkan talak satu

raj'i terhadap Termohon (Siti Aklimah binti Yasma'un) di hadapan sidang

Pengadilan Agama  Gresik; 

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum; 

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya; 

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir di

persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak ada orang lain yang

hadir sebagai wakil/kuasanya, meskipun  ia telah dipanggil secara sah dan

patut melalui massmedia sebagaimana relas tertanggal 09 Januari 2024 dan

09 Februari  2024, dan ketidakhadiran Termohon tersebut  tidak disebabkan

alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan maka proses

mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa  sekalipun  upaya  perdamaian  tidak  dapat  dilakukan  karena

ketidakhadiran Termohon di muka persidangan, namun Majelis Hakim dalam

setiap persidangan telah memberikan nasehat kepada Pemohon untuk rukun

kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa  kemudian  dibacakan  surat  permohonan  Pemohon  dalam

persidangan  tertutup  untuk  umum  yang  isi  dan  maksudnya  tetap

dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon yang telah dipanggil  secara resmi dan

patut tidak hadir dan tidak mengirimkan kuasanya di muka persidangan, maka

Termohon  tidak  dapat  didengar  keterangan  dan  jawabannya  atas  isi  dan

maksud permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa meskipun  Termohon tidak hadir di  muka persidangan, namun

suatu  permohonan dapat  diterima dan dikabulkan haruslah  tidak  melawan

hukum  dan  beralasan,  sehingga  kepada  Pemohon  dibebankan  wajib

pembuktian; 

Bahwa  untuk  memperkuat  dalil  permohonannya,  Pemohon  di

persidangan telah mengajukan bukti berupa:

A. SURAT:

1.  Fotokopi  Kartu  Tanda Penduduk atas nama Achmad Fauzan bin  Muskan

(Pemohon),  Nomor  3525030107660001,  Tanggal  03  Desember  2012,  dari

Pemerintah Kabupaten Gresik Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis

Hakim,  dicocokkan  dengan  aslinya  yang  ternyata  sesuai  dan  telah

dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua

Majelis; 

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Panceng Kabupaten Gresik Provinsi

Jawa  Timur,  Nomor  361/02/X/2012  Tanggal  08  Oktober  2012.  Bukti  surat

tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang

ternyata  sesuai  dan  telah  dinazegelen,  kemudian  diberi  kode  bukti  (P.2).

Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis; 

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Achmad Fauzan bin

Muskan (Pemohon), Nomor 3525031610120001, Tanggal 18 Oktober 2012,

yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Gresik. Bukti  surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan

dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi

kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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4. Fotokopi Surat Keterangan Ghoib atas nama Siti Aklimah (Termohon), Nomor

470/1276/437.115.13/2012,  Tanggal  05  Desember  2023,  yang  dikeluarkan

oleh  Kepala  Desa  Dalegen  Kecamatan  Panceng  Kabupaten  Gresik.  Bukti

surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya

yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4).

Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis; 

A. SAKSI:

1  .  Khoirul  Anwar  bin  Miskan,  umur  62  tahun,  agama  Islam,  pekerjaan

wirawasta, bertempat tinggal di  Perum Sidayu, Jalan Peri  Kanan, Dusun

Srowo, Desa Srowo, Kecamatan Sidayu, Kabupaten Gresik, memberikan

keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

 Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah

saudara Pemohon

 Bahwa  saksi  mengetahui  Pemohon  menghadap  ke  persidangan  akan

menceraikan Termohon;

 Bahwa hubungan antara  Pemohon dengan Termohon adalah suami  istri

sah, (ba'da dukhul), namun belum dikaruniai anak

 Bahwa  setahu  saksi  keadaan  rumah  tangga  Pemohon  dan  Termohon

semula  rukun  dan  harmonis,  namun  kemudian  diantara  mereka  sering

terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran,  disebabkan  Termohon  tidak

menghormati Pemohon sebagai suami dan tidak mau melayani Pemohon

tanpa alasan yang jelas

 Bahwa saksi mengetahui pertengkaran Pemohon dan Termohon, kemudian

Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang berpisah tempat

tinggal selama kurang lebih 4 tahun

 Bahwa selama pergi tersebut, Termohon tidak pernah pulang, tidak kirim

kabar dan tidak diketahui alamatnya;

 Bahwa  Pemohon  sudah  berusaha  mencari  Termohon  ke  rumah  orang

tuanya,  namun  mereka  menyatakan  tidak  mengetahui  keberadaan

Termohon;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5
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 Bahwa  saksi  sudah  berusaha  menasehati  Pemohon  agar  bersabar

menunggu kedatangan Termohon, tetapi tidak berhasil;

2 .  Muziroh binti Hj Nur, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah

tangga, bertempat tinggal di Perum Panceng, Jalan Satria, Dusun Dalegan,

Desa  Dalegan,  Kecamatan  Panceng,  Kabupaten  Gresik,  memberikan

keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

 Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah

tetangga Termohon;

 Bahwa  saksi  mengetahui  Pemohon  menghadap  ke  persidangan  akan

menceraikan Termohon;

 Bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri

sah, (ba'da dukhul), namun belum dikaruniai anak

 Bahwa  setahu  saksi  keadaan  rumah  tangga  Pemohon  dan  Termohon

semula  rukun  dan  harmonis,  namun  kemudian  diantara  mereka  sering

terjadi  perselisihsn  dan  pertengkaran,  disebabkan   Termohon  tidak

menghormati Pemohon sebagai suami dan tidak mau melayani Pemohon

tanpa alasan yang jelas

 Bahwa saksi mengetahui pertengkaran Pemohon dan Termohon, kemudian

Termohon pergi meninggalkan Pemohon sehingga berpisah tempat tinggal

selama kurang lebih 4 tahun

 Bahwa selama pergi tersebut, Termohon tidak pernah pulang, tidak kirim

kabar, dan tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti;

 Bahwa  Pemohon  sudah  berusaha  mencari  Termohon  ke  rumah  orang

tuanya, namun mereka menyatakan tidak mengetahui keberadaannya;

 Bahwa  saksi  sudah  berusaha  menasehati  Pemohon  agar  bersabar

menunggu kedatangan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti yang diajukan dan tidak akan

mengajukan bukti lagi;

Bahwa  selanjutnya  Pemohon  memberikan  kesimpulan  yang  pada

pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6
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Bahwa  selanjutnya  untuk  mempersingkat  uraian  putusan  ini,  maka

ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang

tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah

sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang

dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal  49 ayat (2)

Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama,

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

dengan  Undang-Undang  Nomor  50  Tahun  2009,   beserta  penjelasannya,

maka perkara a quo menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang,  bahwa  Pemohon  mendalilkan  telah  menikah  dengan

Termohon sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah, dan perkawinan tersebut

hingga saat ini belum pernah putus, dengan demikian Pemohon mempunyai

legal standing untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan

cara  menasihati  Pemohon agar  rukun kembali  dan mengurungkan niatnya

untuk bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon tidak diketahui tempat tinggalnya secara

jelas  dan  pasti,  ia  telah  dipanggil  secara  sah  dan  patut  sesuai  dengan

ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, untuk hadir

pada  persidangan  yang  telah  ditentukan,  tetapi  Termohon  tidak  hadir  dan

tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasa yang mewakilinya, oleh

karena itu upaya perdamaian sebagaimana diperintahkan dalam Pasal 130

HIR junctis Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 junctis Peraturan

Mahkamah Agung RI  Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon adalah bahwa

rumah  tangga  Pemohon  dengan  Termohon  sudah  tidak  harmonis,  sering

terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

1. Termohon sudah tidak mau melayani Pemohon tanpa alasan yang jelas; 
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2.  Termohon tidak taat  dan tidak menghormati  Pemohon sebagai  suaminya,

kalau dinasehati Pemohon, Termohon selalu membantah;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah datang menghadap

di  persidangan  tanpa  alasan  yang  sah  dan  tidak  mengajukan  bantahan

apapun,  dengan  demikian  Termohon  dapat  dinyatakan  tidak  hadir  dan

dianggap  tidak  ingin  mempertahankan  kepentingan  dan  hak-hak

keperdataannya,  maka  berdasarkan  ketentuan  Pasal  125  ayat  (1)  HIR.

perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek),

hal ini sesuai pula dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Anwar juz II

halaman 55 yang diambil  alih sebagai pendapat Majelis  berbunyi sebagai

berikut:

Artinya:  “Diperbolehkan  memutus  perkara  terhadap  Termohon  yang  ghoib

(menghilang) dari  suatu daerah atau dari  suatu Majelis sepanjang

telah memenuhi syarat-syarat pembuktian“ 

Menimbang,  bahwa  dalam  perkara  perceraian,  meskipun  perkara  ini

diperiksa  dan  diputus  tanpa  hadirnya  Termohon  (verstek),  namun  alasan-

alasan perceraian tetap harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonan Pemohon

telah  mengajukan  bukti  surat  (P.1  s/d  P.4)  dan  2  (dua)  orang  saksi  yang

dicatat  dalam  duduk  perkara  dan  selengkapnya  dianggap  dimuat  dalam

pertimbangan ini;

Menimbang,  bahwa  bukti  P.1  adalah  berupa  fotokopi  Kartu  Tanda

Penduduk  atas nama Pemohon, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok

dengan  aslinya,  isi  bukti  tersebut  menjelaskan  mengenai  tempat  tinggal

Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil

pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah,

bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta

otentik,  isi  bukti  tersebut  menjelaskan  mengenai  adanya  perkawinan

Pemohon dan Termohon sebagaimana dipertimbangkan di  atas,  sehingga

bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;
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Menimbang,  bahwa bukti  P.3  adalah berupa fotokopi  Kartu  Keluarga,

bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta

otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya hubungan keluarga

antara  Pemohon  dan  Termohon  sebagaimana  dipertimbangkan  di  atas,

sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah berupa fotokopi Surat Keterangan

Ghoib,  bermeterai  cukup,  di-nazegelen,  dan  cocok  dengan  aslinya,

merupakan  akta  otentik,  isi  bukti  tersebut  menjelaskan  Termohon  tidak

diketahui saat ini alamat dan keberadaannya, sebagaimana dipertimbangkan

di atas,  sehingga bukti  tersebut telah memenuhi syarat formil  dan materiil

pembuktian;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  itu  bukti  bukti   tersebut  mempunyai

kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870

KUH Perdata; 

Menimbang,  bahwa  2  (dua)  orang  saksi  yang  diajukan  Pemohon

tersebut, dibawah sumpah menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan

Termohon  sering  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran,  bahkan  kemudian

Termohon tanpa pamit  telah  pergi  meninggalkan Pemohon selama kurang

lebih  4  tahun,  sejak  itu  Termohon  tidak  pernah  pulang,  tidak  kirim  kabar

ataupun nafkah kepada Pemohon, dan tidak diketahui keberadaannya secara

jelas dan pasti;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi di atas,

didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung, dan

keterangannya saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya, saksi-

saksi tersebut adalah keluarga dan orang dekat Pemohon, maka berdasarkan

Pasal 170, Pasal 171 dan Pasal 172 HIR.  juncto Pasal 76 Undang-Undang

Nomor  7  Tahun  1989,   saksi-saksi   Pemohon  di  atas  dipandang  telah

memenuhi  syarat  formil  maupun  materiil,  maka  keterangan  para  saksi

tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  keterangan  dan  bukti-bukti  yang

diajukan Pemohon, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:
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 Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang

sah, (ba'da dukhul), namun belum dikaruniai anak

 Bahwa  rumah  tangga  Pemohon  dengan  Termohon  tidak  harmonis  lagi,

diantara mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus

menerus yang disebabkan Termohon tidak menghormati Pemohon;

 Bahwa  puncak  dari  perselisihan  dan  pertengkaran  tersebut,  kemudian

Termohon tanpa pamit  telah  pergi  meninggalkan Pemohon,  yang hingga

sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 4 tahun;

 Bahwa selama pergi  tersebut,  Termohon tidak  pernah pulang,  tidak  kirim

kabar, bahkan tidak diketahui alamat tempat tinggalnya secara pasti;

 Bahwa  Pemohon  telah  berusaha  mencari  keberadaan  Termohon  dengan

mendatangi tempat tinggal orang tua Termohon, dan menanyakan kepada

teman-teman  Termohon,  namun  mereka  tidak  mengetahui  keberadaan

Termohon;

 Bahwa  Pemohon  didalam  persidangan  menunjukkan  sikap  sungguh-

sungguh bahwa dirinya tidak bersedia hidup rukun lagi dengan Termohon;

 Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat kepada Pemohon

agar bersabar dan menunggu kedatangan Termohon, tetapi usaha tersebut

tidak berhasil;

Menimbang,  bahwa dalam  petitum angka 2  Pemohon menuntut  agar

diberi  izin  untuk  menjatuhkan  talak  satu  raj'i  terhadap  Termohon,  akan

dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga apabila salah seorang

dari suami atau istri telah melakukan perbuatan yang menjadikan kebencian

terhadap pasangannya dan telah mengakibatkan terjadinya perselisihan serta

pisah tempat tinggal, berarti telah menunjukan diantara mereka sudah tidak

ada kecocokan lagi dan selama berpisah itu tidak ada usaha untuk rukun lagi

dan walaupun telah diusahakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil, maka

keadaan tersebut menurut Majelis Hakim telah merupakan bukti bahwa rumah

tangga kedua belah pihak sudah tidak harmonis lagi, dan karena itu sudah

tidak akan bisa mewujudkan tujuan dari perkawinan sebagaiamana maksud

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan maksud Al Qur'an Surat
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Ar-Rum  ayat  21,  oleh  karenanya  permohonan  Pemohon  dapat

dipertimbangkan;

Menimbang,  bahwa berdasarkan  pertimbangan-pertimbangan  tersebut

di atas, Majelis Hakim telah memperoleh persangkaan (Feitelijk Vermoeden)

bahwa rumah tangga  Pemohon dan  Termohon telah terjadi perselisihan dan

pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali, oleh karena

itu  majelis  Hakim  berkesimpulan  dan  berpendapat  bahwa  perkawinan

Pemohon dan Termohon telah pecah (broken marriage) dan hati kedua belah

pihak  telah  pecah  pula  oleh  karena  itu  permohonan  Pemohon  dipandang

telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi

Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk

hidup bersama sebagai  suami  istri  akan tetapi  merupakan perjanjian yang

kuat  (mitsaqan  ghalidhan)  dimana  untuk  memutuskan  tidak  bisa  diukur

dengan kesalahan dari  salah satu pihak,  tetapi  dikarenakan fakta kejadian

yaitu kerukunan dan keharmonisan yang telah sulit diharapkan bisa terwujud

dan jika dipaksakan untuk disatukan akan menimbulkan pengaruh yang tidak

baik bagi kedua belah pihak dan anak keturunannya dimasa-masa yang akan

datang; 

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis perlu mengemukakan dalil

Al-Qu'an surat Al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi sebagai berikut:

 

Artinya: “Talak (yang dapat  dirujuk)  itu  dua kali,  setelah itu  boleh rujuk lagi

dengan cara yang ma'ruf (baik), atau menceraikan dengan cara yang

baik”;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan

sebagaimana  layaknya  suami  isteri  (ba'da  dukhul)  dan  belum  pernah

bercerai,  maka  sesuai  Pasal  118  Kompilasi  Hukum  Islam  talak  yang

dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak raj'i;
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Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di  atas, karena

dalil permohonan a quo  Pemohon telah terbukti dan tidak melawan hukum,

maka  petitum angka  2  permohonan  Pemohon  patut  dikabulkan dengan

verstek;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama,  sebagaimana  telah  diubah  dengan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor

50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan  kepada Pemohon; 

Mengingat  ketentuan  hukum  syar'i  dan  pasal-pasal  perundang-

undangan yang berlaku yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan  Termohon  yang  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut

untuk menghadap persidangan, tidak hadir; 

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek; 

3. Memberi  izin  kepada  Pemohon  (Penggugat)  untuk  menjatuhkan  talak

satu  roj'i  terhadap  Termohon  (Siti  Aklimah  binti  Yasmaun)  di  depan

sidang Pengadilan Agama Gresik;

4. Membebankan  biaya  perkara  ini  kepada  Pemohon  yang  hingga  kini

dihitung sebesar Rp 710.000,00 (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian  diputuskan  dalam  rapat  permusyawaratan  Majelis  Hakim

pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8

Zulqaidah 1445 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. HAMIMAH, M.H. sebagai  Ketua

Majelis,  Dra.  JURAIDAH  dan  Dra.  Hj.  NURHAYATI  LATUCONSINA,  M.H

masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam

sidang terbuka untuk umum pada hari  itu juga oleh Ketua Majelis tersebut

dengan didampingi  Hakim-Hakim Anggota  dan dibantu  oleh  HARNO,  S.H.

sebagai Panitera Pengganti,  dengan dihadiri  oleh Pemohon tanpa hadirnya

Termohon;
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Hakim Anggota

Dra. JURAIDAH

Dra. Hj. NURHAYATI LATUCONSINA, M.H

Ketua Majelis,

Dra. Hj. HAMIMAH, M.H.

Panitera Pengganti,

HARNO, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran Rp 30.000,00
Proses Rp 100.000,00
Panggilan Rp 440.000,00
PNBP Rp 20.000,00
Biaya Sumpah Rp 100.000,00
Redaksi Rp 10.000,00
Meterai Rp 10.000,00
Jumlah Rp 710.000,00
(tujuh ratus sepuluh ribu rupiah)
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